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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi


Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dimuat dalam buku Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi yang disusun oleh Hendar dan Kusnadi, koperasi didefinisikan sebagai :
“ Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.” 








               ( 2002 : 13)
Definisi lain dari koperasi disebutkan oleh Muhammad Hatta dalam buku Hukum Koperasi Indonesia yang ditulis oleh Andjar Pachta W, dkk sebagai :
“Usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.”









     (2005 : 19)

Sementara menurut Paul Hubert Casselman yang dimuat dalam buku Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek karangan Muhammad Firdaus, S.P., M.M dan Agus Edhi Susanto, S.E menyebutkan  :

“Koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial.”









      (2002 : 39)

Berdasarkan ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu badan hukum yang merupakan gerakan ekonomi rakyat yang mengandung unsur-unsur sosial yang dapat dilihat dari tujuannya untuk memperbaiki kehidupan rakyat dengan jalan saling tolong-menolong dan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2.1.2 Tujuan Koperasi


Dalam UU No. 25 Tahun 1992 Bab II pasal 3 disebutkan:

“Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umunya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.”

Dari bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu. Dan jika nantinya memiliki kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat disekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2.1.3 Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi


Koperasi memiliki fungsi dan peran yang merupakan dasar didirikannya koperasi. Fungsi dan peran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Sedangkan dalam UU No. 25 tahun 1992 Bab III pasal 5 dijelaskan tentang prinsip koperasi yaitu :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

      Menjadi anggota koperasi tidak boleh berdasarkan paksaan dari pihak manapun dan  dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan anggota. Para anggota merupakan pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

3. Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
      Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki anggota, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

      Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan anggota. Balas jasa tersebut tidak boleh melebihi tingkat  suku bunga yang berlaku di pasar.

5. Kemandirian.

      Dalam mengelola koperasi harus diterapkan suatu sikap kemandirian yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan dan usaha sendiri.

6. Pendidikan perkoperasian

      Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manajer dan karyawan sehingga mereka dapar berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.

7. Kerjasama antar koperasi

      Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional dan internasional.

2.1.4 Bentuk dan Jenis Koperasi

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 15 UU No. 25 tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk:

1. Koperasi Primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan  beranggotakan orang seorang dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang.

2. Koperasi Sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi serta dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi.
Jenis koperasi dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, namun pendekatan yang paling sering digunakan adalah berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Firdaus, S.P., M.M dan Agus Edhi Susanto, SE dalam buku Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek,  yaitu:

“ 1. Koperasi Simpan Pinjam 

   2. Koperasi Konsumsi

   3. Koperasi Produsen

   4. Koperasi Pemasaran atau Distribusi

   5. Koperasi Jasa.”









(2002 : 62-63)


Adapun pengertian dari jenis-jenis koperasi diatas adalah :

1.   Koperasi Simpan Pinjam

      Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang hanya melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.

2.   Koperasi Konsumsi

      Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyalurkan barang-barang konsumsi kepada anggota dengan harga layak dan berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.
3. Koperasi Produsen

      Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan barang.

4. Koperasi Pemasaran atau Distribusi

      Koperasi pemasaran atau distribusi  adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagang.

5. Koperasi Jasa

      Koperasi jasa adalah koperasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan jasa kepada para anggotanya.

2.2 Modal Koperasi

2.2.1 Pengertian Modal 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, modal didefinisikan sebagai :

“ Bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual.”

( 2004 : 21. 1)


Sedangkan pengertian modal menurut Adam Smith yang dikutip oleh Muhammad Firdaus, S.P., M.M dan Agus Edhi Susanto, SE dalam bukunya Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek adalah :

“ Modal adalah bagian dari nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan.”                                                                           
     (2002 : 70)
Modal juga didefinisikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai:
“ Harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.”









   (2003 : 772)


Berdasarkan ketiga definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa modal adalah bagian dari hak pemilik atau kekayaan pemilik yang merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, digunakan untuk menghasilkan sesuatu sehingga akan mendatangkan penghasilan dan menambah kekayaan bagi pemilik modal tersebut. 

2.2.2 Prinsip-prinsip Modal


Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan, yaitu :

1. Pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada ditangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanam oleh seseorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.

2. Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota.

3. Kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas.

4. Koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien.

5. Usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru.

6. Kepada saham koperasi (di Indonesia sama dengan simpanan pokok) tidak bisa diberikan suatu premi di atas nilai nominalnya, meski seandainya nilai bukunya bisa saja bertambah.

2.2.3 Peruntukan Modal


Ada tiga alasan mendasar mengapa koperasi membutuhkan modal, antara lain :

1. Untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi, lazimnya disebut sebagai biaya pra-organisasi. Biaya-biaya tersebut dikeluarkan antara lain untuk keperluan : pembuatan akta pendirian atau Anggaran Dasar, membayar biaya-biaya administrasi pengurusan izin-izin yang diperlukan, mendapatkan status sebagai badan hukum, sewa tempat atau ruangan untuk bekerja, dan lain-lain.

2. Untuk membeli barang-barang modal, seperti membayar kompensasi tempat usaha baik berupa lahan atau bangunan, mesin-mesin, alat-alat industri atau produksi dan lain-lain kebutuhan jangka panjang sesuai dengan jenis usaha koperasi.

3. Untuk modal kerja. Modal kerja ini biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi dalam menjalankan usahanya, antara lain biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar: upah, gaji sewa tempat, listrik, transportasi, bahan baku, alat-alat tulis, dan lain-lain.
2.2.4 Sumber Modal

Dalam buku Hukum Koperasi Indonesia yang ditulis oleh Andjar Pachta W, dkk disebutkan ada dua sumber yang dapat dijadikan modal usaha bagi koperasi yaitu :

“ 1. Modal yang didapat secara langsung 

  2. Modal yang didapat secara tidak langsung.”









    (2005 : 107)

Dalam mendapatkan modal secara langsung ada tiga cara yang dapat dilakukan oleh para pengurus koperasi, yaitu :

a. Mengaktifkan simpanan wajib anggota sesuai dengan besar kecil volume penggunaan jasa pelayanan koperasi yang dimanfaatkan oleh anggota tersebut.

b. Mengaktifkan pengumpulan tabungan para anggota.

c. Mencari pinjaman dari pihak bank atau non bank dalam menunjang kelancaran operasional usaha koperasi.
Untuk mendapatkan modal secara tidak langsung koperasi dapat memanfaatkan kemampuan dari koperasi itu sendiri. Modal yang didapat dengan cara ini bukan modal yang dapat langsung digunakan oleh koperasi, tetapi ,mengambil manfaat dari kemampuan koperasi dalam menekan biaya (baik biaya operasional maupun biaya produksi) yang pada dasarnya harus dikeluarkan koperasi dalam menjalankan usahanya. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan koperasi untuk mendapatkan modal secara tidak langsung adalah :
a. Menunda pembayaran yang seharusnya dikeluarkan.

b. Memupuk Dana Cadangan.

c. Melakukan kerjasama usaha.

d. Mendirikan Badan Usaha bersubsidi.  
2.2.5 Jenis-jenis Modal


Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 41 dinyatakan bahwa :

“Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.”

1. Modal Sendiri


Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut juga modal ekuiti. Yang termasuk modal sendiri adalah :
a. Simpanan Pokok


Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib


Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.  
c. Dana Cadangan


Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa hasil usaha (SHU), yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak dan dapat digunakan untuk menutup kerugian dalam menjalankan usaha. Dana cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi. Dana ini, pada masa pembubaran koperasi dipakai untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian dan sebagainya.
d. Hibah


Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk wasiat atau kehendak terakhir sebelum meningga dan baru berlaku setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Modal koperasi yang merupakan hibah atau pemberian adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang yang berupa kebendaan , baik benda bergerak atau benda tetap.


Untuk pemindahan hak milik harta kekayaan yang berupa benda bergerak dari pemberi hibah dapat dilakukan seketika, karena penyerahan hak milik atas benda bergerak dilakukan langsung dari tangan ke tangan. Sedangkan untuk penyerahan benda tetap harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu untuk sahnya suatu pemindahan hak milik atas benda tetap.
2. Modal Pinjaman  


Modal yang berasal dari pinjaman pada prinsipnya dapat berasal dari siapa pun, baik dalam bentuk uang ataupun barang sepanjang pinjaman itu memang diambil koperasi untuk digunakan mengembangkan usahanya dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya di masa datang. Yang termasuk modal pinjaman adalah :

a. Pinjaman dari Anggota 

Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela besar kecilnya nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan masing-masing anggota. Sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota, dimana besar kecilnya pinjaman tergantung dari kesanggupan anggota dan kebutuhan modal yang diperlukan oleh koperasi. Pinjaman yang diperoleh dari anggota ini bukan merupakan modal sendiri atau equity dan wajib dikembalikan kepada anggota bersangkutan sebagaimana layaknya pinjaman atau hutang.

b. Pinjaman dari Koperasi Lain

Pinjaman dari koperasi lain atau dari pihak ketiga lain, pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit, tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan.

c. Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan


Pinjaman dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas yang diberikan kepada koperasi sebenarnya merupakan komitmen pemerintah untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi dan membantu koperasi mendapatkan modal pinjaman untuk mengembangkan usaha koperasi yang lemah dalam kemampuan permodalan. Prioritas tersebut dapat berupa fasilitas dan insentif yang diberikan pemerintah melalui lembaga keuangan yang memberikan pinjaman modal usaha kepada koperasi dalam bantuk bantuan-bantuan dan pinjaman-pinjaman lunak, baik dari segi bunga pinjaman maupun jangka waktu pengembaliannya di samping cara memperolehnya yang mudah.   
d. Obligasi dan Surat Hutang


Untuk menambah modal, koperasi dapat menjual obligasi atau surat hutang kepada masyarakat investor. Namun, koperasi harus dapat meyakinkan masyarakat pemodal bahwa badan usaha koperasi yang ingin menjual obligasi dan surat hutang tersebut merupakan koperasi yang baik dan sehat dalam arti menjalankan usahanya dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan hutang dan membayar kembali obligasi yang dijualnya.

e. Sumber Lain


Semua sumber keuangan yang berasal dari dana yang sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal bagi koperasi. Karena pemerintah tidak membuat ketentuan yang membatasi koperasi dalam mencari modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usahanya.

2.3 Kredit


Kredit merupakan salah satu usaha yang menjanjikan di Indonesia. Karena masih banyak usaha-usaha atau perusahaan baik kecil, menengah ataupun besar yang membutuhkan tambahan dana untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pelaku usaha tersebut dapat mengajukan permohonan kredit kepada lembaga-lembaga keuangan yang memiliki bidang usaha perkreditan atau lembaga keuangan yang khusus menjalankan usaha di bidang perkreditan. Dengan mendapatkan tambahan dana yang berasal dari kredit, maka pelaku usaha dapat meningkatkan atau memperluas usahanya sehingga akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, meningkatkan pendapatan bagi kegiatan usaha dan meningkatkan pendapatan karyawannya yang berarti meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dengan begitu pelaku usaha pun turut membangun perekonomian nasional karena mereka telah mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat.    
2.3.1 Pengertian Kredit


Kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan atau berasal dari bahasa latin “Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang tercantum dalam buku Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah yang ditulis oleh Suhardjono, kredit didefinisikan sebagai :

“ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”  

      (2003 : 11)

Sementara pengertian kredit menurut Rolling. G. Thomas yang dikutip oleh Drs. H. Hadiwidjaja, Akuntan dan Drs. Ec. R. A. Rivai Wirasasmita, MS dalam buku Analisis Kredit adalah:

“Kredit itu didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.”









      ( 2000 : 6)

Kredit juga didefinisikan oleh Kamus Besar Akuntansi sebagai:
“Kemampuan individu atau perusahaan yang diakui untuk mempertimbangkan uang dengan prospek pembayaran uang tersebut secara tepat.”

 







( 2003 : 267)
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah perjanjian pinjam meminjam antara 2 pihak dimana pihak peminjam harus mengembalikan pokok pinjamannya dengan disertai bunga pinjaman kepada pihak yang meminjamkan dengan jangka waktu tertentu yang didasarkan oleh kepercayaan dan telah dipertimbangkan prospek pembayarannya.
2.3.2 Unsur-unsur Kredit


Berdasarkan buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya yang ditulis oleh Kasmir, SE., MM, hal-hal yang terkandung dalam pemberian kredit dapat diuraikan sebagai berikut :


“ 1. Kepercayaan


   2. Kesepakatan


   3. Jangka Waktu


   4. Resiko


   5. Balas jasa.”










(2002 : 94-95)


Uraian mengenai unsur-unsur kredit diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa barang, uang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.
2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengmbalian kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Semakin panjang masa suatu kredit maka akan semakin besar pula resikonya, demikian pula sebaliknya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut lebih dikenal dengan bunga.

2.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit


Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan utama dari pemberian kredit adalah :
1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh pihak kreditur sebagai balas jasa.
2. Membantu Usaha Pihak Debitur 

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha dari pihak peminjam yang memerlukan dana. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik. Karena dengan semakin banyaknya kredit yang disalurkan berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.


Selain tujuan-tujuan yang telah disebutkan, suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :   

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
Dengan diberikan dalam bentuk kredit, maka uang  dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa oleh pihak debitur. Hal tersebut akan membuat uang lebih berguna daripada hanya disimpan saja.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan dapat memperoleh tambahan karena mendapatkan kredit dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan dapat digunakan oleh pihak debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna dan bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga jumlah barang yang beredar akan bertambah.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat. Selain itu kredit juga membantu dalam mengekspor barang ke luar negeri sehingga akan meningkatkan devisa negara.

6. Meningkatkan kegairahan usaha

Bagi pihak debitur, kredit yang diterima tentu akan meningkatkan kegairahan dalam berusaha, terutama bagi pihak debitur yang mengalami kesulitan modal.
7. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional akan meningkatkan  rasa saling membutuhkan  antara pihak debitur dengan pihak kreditur.  Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.
2.3.4 Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi. Menurut Kasmir, SE., MM dan Suhardjono dalam buku yang berbeda jenis-jenis kredit dapat dibedakan menjadi :

“ 1. Dilihat dari segi kegunaan

   2. Dilihat dari segi tujuan kredit

   3. Dilihat dari segi jangka waktu

   4. Dilihat dari besarnya kredit.”








          (2002 : 99-100)

Berikut ini penjelasan jenis-jenis kredit yang disebutkan diatas.

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi

Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja 

Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
a. Kredit Produktif 
Kredit ini digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi dan diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif
Kredit ini digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit  ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha dan bukan oleh perusahaan penghasil barang atau jasa.

c. Kredit Perdagangan
Kredit ini digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek 
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk keperluan modal kerja.
b. Kredit Jangka Menengah
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk investasi.
c. Kredit Jangka Panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas tiga tahun atau lima tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari besarnya kredit

a. Kredit Usaha Kecil
Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan untuk investasi atau modal kerja kepada debitur usaha kecil dengan batas kredit maksimum lima ratus juta rupiah untuk membiayai usaha yang produktif.

b. Kredit Menengah
Kredit menengah adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan  kepada debitur dengan batas kredit yang besarnya antara lima ratus juta rupiah sampai dengan lima puluh milyar rupiah. sumber pembayaran kembali kredit ini berasal dari cashflow usaha/perorangan. 
c. Kredit Besar
Kredit besar adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur dengan batas kredit yang besarnya diatas lima puluh milyar rupiah. Sumber pembayaran kembali kredit ini berasal dari cashflow usaha.
2.3.5 Prinsip-prinsip Kredit


Kasmir, SE., MM dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya menjelaskan bahwa ada lima prinsip kredit yaitu:


“ 1. Character


   2. Capacity


   3. Capital


   4. Colleteral


   5. Condition.”









        (2002 : 104-105)


Adapun penjelasan dari prinsip kredit tersebut adalah :
1. Character

      Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang yang akan diberi kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang calon debitur baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. Capacity

      Untuk melihat debitur dalam kemampuannya menjalankan  usaha yang dilakukannya selama ini yang pada akhirnya akan terlihat kemampuan debitur tersebut dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Capital

      Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Selain itu juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. Colleteral

      Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 
5. Condition

Menilai kondisi ekonomi dan politik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan debitur.
2.3.6 Prosedur Pemberian Kredit


Secara umum prosedur pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi :

· Latar belakang pemohon kredit

· Maksud dan tujuan

· Besarnya kredit dan jangka waktu

· Cara pemohon mengembalikan kredit

· Jaminan kredit 

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar.

3. Wawancara ke I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas permohonan kredit sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan pihak yang meminjamkan.

4. On the spot
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan untuk kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara ke I.

5. Wawancara ke II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.

7. Penandatanganan akad kredit / perjanjian lainnya.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon peminjam menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan.
9. Penyaluran / penarikan dana

Adalah pencairan atau pengembalian uang sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.
2.4 Hubungan Modal Koperasi Dalam Penyaluran Kredit 


Setiap bentuk usaha membutuhkan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya, tidak terkecuali koperasi. Jumlah modal yang diperlukan koperasi sudah harus ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu pendiriannya dengan rincian berapa modal tetap dan berapa modal kerja yang diperlukan. Modal tetap atau disebut juga modal jangka panjang diperlukan untuk menyediakan fasilitas fisik dari koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin, dan kendaraan. Modal kerja atau disebut juga modal jangka pendek diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi. Modal kerja ini yang nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan usaha koperasi sesuai dengan jenis koperasi yang didirikan.

Salah satu penggunaan modal koperasi adalah  pemberian pinjaman kepada anggota dalam bentuk kredit. Muhammad Firdaus, S.P.,M.M dan Agus Edhi Susanto, SE menyatakan dalam buku Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek, bahwa:

“ Jika koperasi itu adalah koperasi simpan pinjam, maka modal  diperlukan untuk pemberian pinjaman kepada para anggota.” 










    (2002 : 70)


Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui mengenai hubungan modal koperasi dengan penyaluran kredit sebagai salah satu penggunaan atau pemanfaatan modal koperasi. Karena untuk menyalurkan kredit kepada anggota dibutuhkan sejumlah dana yang berasal dari modal koperasi. Selain itu jumlah kredit yang diberikan akan dipengaruhi oleh jumlah modal yang dimiliki oleh koperasi. Jika koperasi memiliki modal yang cukup besar, maka jumlah kredit yang diberikan akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan apabila koperasi memiliki modal yang kecil atau sedikit.
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